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PERATURAN DA
NOMOR

'R.-\II KOTA MAGELANG
Z TAHUN 2003

TENTANG

PERUBAHAN :\.\‘GG.—\R.\T\: I.’ENI],M{.\T__\N DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2003

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA MAGELANG

Vemmbang a hahwal dengan adanya Kebijakan Pemenntah Pusat dan atau
Pemenntah Daerah vang bersifat strategis/penyesuaian akibat udak
tercapainya target penenmaan daerah  yang ditetapkan/terjadi
kebutuhan vane mendesak

b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada hurul a, perlu
dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2003 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah .

\engingal -1 Undang- undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah  Kota Kecl Dalam Lingkungan Propinst Jawa
Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat |

t-J

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bum dan
Bancunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1085
Nﬂnﬂmr 68. Tambahan Lembaran Negara  Nomor  3312)
sebagaimana telah diubah  dengan Undang-undang Nomor 12
TahL;h 1004 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 35609)

Ll

Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Newara Republik Indonesia Tahun
1997 Nomor 41, Tambahan | embaran Negara Nomor 3683)
schacaimana telah diubah  dengan | 'ndang-undang Nomor 34
Tahun 2000 (Lembaran Ncgara Republik Indonesia | ahun 2000
Nomor 246 Tambahan .embaran Negara Nomor 4048) .

Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak
Baneunan (L.embaran Negara Repubhik Indonesia
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688)

4. Undang-undang
Atas Tanah dan
Tahun 1997 Nomor 44.

2 Tahun 1999 tentang Pemernintahan
Republik Indonesia Tahun 1999
1 Negara Nomor 3839) |

| -
Undang-Undang Nomor -
Daerah ( Lembaran Negara
Nomor 60, Tambahan .embarai

L

6 Undang-undang
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Undang-und; _
Kfll'm;:m d'{"‘u Nomor 25 lahun 1999 tentang Penmbangan
=40 Amara Pemerintah  Pusat dan Dacrah ( Lembaran

‘\. o L 1 b I '
jl ‘;!:«I‘.”l H'-P“*JIIL Indonesia Fahun 1999 Nomor 72 , Tambahan
cmbaran Negara Nomor 3848 )

Er:m{alm-undang humﬂ: 28 Tahun 1999 tentang Purlz.-clul_lg_gﬂra

CEala - yvang  Bersih dan Bebas  dar Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 75, Tambahan LLembaran Negara Nomor 3851 ),

[3“'5’?1"'&5'”'1&1&“@. Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia

Igz';" 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3952) .

Peraturan Pemenintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana
Penmbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 4021) scbagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 84 Tahun 21(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4165),

Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000  tentang
Pengelolaaan  dan  Pertanggung  jawaban  Keuangan Daerah
(L.embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022),

Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman
Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor
204 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4024),

Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang latacara
Pertangeungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik
{Lr:mhm:;u: Nepara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027),

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan
Keuanean Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran
Negur; Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan

[_.embaran Negara Nomor 4028),

an Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan
Perwakilan Rakyat Daerah | (Lembaran Negara
2 Tahun 2000 Nomor 211, Tambahan Lembaran

Peratur
Keuangan Dewan
Republik Indonest
Negara Nomor 4020),

Peraturan pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah
(1 ::?nlnmn Nepara RepubliK Indonesta Tahun 2001 Nomor 118,
T._:nnl*uahan | embaran Negara Nomor 4038),

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi
Du;nhltl embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor
aerah ( aran INeg

119. Tambahan [ embaran Negara Nomor 4039),

17. Keputusan
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Menetapkan

17 Keputusan Ment
Pedoman  pepp
Keuangan '

¢ Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang
Do oan- - Pertangeungjawaban  dan  Pengawasan
Pendapatan d-;:rai;m;u.”a lataCara  Penyusunan  Anggaran

ma Dacrah | Pelaksanaan Tata Usaha

Kcuanpan
Pt Daerah  dan Penyusunan  Perhitungan  Anggaran
endapatan dan Belanja Daerah =

]E P‘ i -
]erltur'ln Daerah Kora Magelang Nomor 2 Tahun 2002 tentang
Pokok-Pokok Peng i

]f"}_,l:li.]lﬂ.a" dan Il‘-—'"ﬂnﬂﬂun[{lﬂ‘h’ﬂbﬂn Kfllﬂﬂgﬂn
Daecrah Lo=TE

19. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 8  Tahun

1999 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kota Magelang.

20 Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 8 Tahun 2003 tentang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2003

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG
MEMUTUSKAN

PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2003.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belama Dacrah Tahun Angegaran 2003 semula
berjumlah Rp.166 310 562.000.- bertambah  scjumlah Rp 33 494 494 000 -
schinpea menjadi Rp.199 805 056 000,- dengan nincian scbaganr bernikut

1. Pendapatan
a Scmula Rp 166.310.562 000 -

b Bertambah/(berkurang) Rp 7 217 899 000,-
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan Rp.173.528 461 000 -

2 Belanja
a. Scmula Rp 165 664 427.000,-

b Bertambah/(berkurang) Rp 33 494 494 000.- _
Jumlah Belamja sctelah Perubahan Rp 199 158 921 000.-

Rp ( 25 630 460 000 -

Defisit sctelah Perubahan
3 Pecmbiavaan

a Pencnimaan
S (), -
1)Scmula Rp 0. ) .
7 )Bertambah/(berkurang)Rp 26.276.595 000 - .
Jumlah Pencnimaan setclah Perubahan Rp. 26 276 595 000 -
y Pengecluaran o
| [;;iL;:|L:|. Rp (46 135 000, -
Semul

2)yBerntambah (berkurang)Rp 0 - | .
Jumlah Pengeluaran <etelah Perubahan Rp Hdh 135 000.-

e P8 - - :| .
Jumlah Pembiayaan setelah Perubahan RE 25 630 460 000 -

............
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Pasal 2

Uraian lebil *

1 lan o
Dacrah guhaua}n}l_ﬂ-,["“‘f“h“""“" Anggaran Pendapatan dan Belanja |
lampiran Perat B dlm,"‘ki"“d dalam pasal 1, tercantum dalam

iran Daeral in; yang terdiri dari |

I Lampiran | '
P Rlngk_ﬂsan Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Dacerah:

Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Dacrah:

D:ﬂﬁﬂl‘ Rekapitulasi Perubahan APBD Menurut
Bidang Pemerintahan  dan  Unit  Organisasi
| Perangkat Daerah

Lampiran [V Daftar Ptang Daerah.

Lampiran v Daftar Invesl;si ( Penyertaan ) Dacrah |
Lamp!ran Vi Daftar Dana Cadangan |

l.ﬂmp!ran VII Daftar Utang atau Pi njamanan Dacrah dan ;
Lampiran VIII  Neraca Daerah Tahun Anggaran yang lalu.

rJ

Lampiran []

3 Lampiran I1]

o~ OB

Pasal 3

Lan_lpiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Sebagai landasan operasional pelaksanaan, Walikota menetapkan
Keputusan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan [Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam

Lembaran Dacrah

Ditetapkan di  Magelang
pada tanggal 2 oktober 2003

WALIKOTA MAGELANG

\ W2y

H. FAHRIYANTO

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG
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